PERENCANAAN
KOTA

AAAAAAAAAAAAAA



99
Perencanaan
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. Perencanaan Pembangunan Daerah

. Kaitan antara PPN PPD dan

Perencanaan Wilayah Perkotaan



Perencanaan Pembangunan

Perencanaan : Proses untuk mementukan Tindakan masa depan yang
tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya
yang tersedia

Pembangunan adalah proses untuk melakukan perubahan atau suatu
proses perubahan yang disengaja untuk mencapai perbaikan
kehidupan dan penghidupan yang berkesinambungan

Perencanaan Pembangunan adalah proses untuk menentukan
Tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan
memperhitungkan sumber daya yang tersedia yang mengarah pada

perubahan kondisi yang lebih baik



Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

bertujuan untuk:

« a.mendukung koordinasi antarpelaku
pembangunan;

* b.menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi,
dan sinergi baik antarDaerah, antarruang,
antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun
antara Pusat dan Daerah;

« c.menjamin keterkaitan dan konsistensi antara

PRESIDEN

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan
pengawasan, UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
 d.mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan R
* e.menjamin tercapainya penggunaan sumber SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

berkelanjutan.
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Gambar 5.3.
Kedudukan RPJP dan RPJM Daerah dalam Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional



Perencanaan Pembangunan

Dilakukan dengan melalui berbagai pendekatan yang mempunyai
implikasi administrative yang berbeda sesuai lingkup kewenangan
masing-masing dalam rangka penyelenggaraan pembangunan nasional
Sektoral
Makro

Regional



Unsur Pembentuk Struktur Tata Ruang
Kota : Pusat Kegiatan, Kawasan
Fungsional, dan Jaringan Jalan

Pendekatan dalam Memahami Struktur
Internal Kota : Ekologikal , Ekonomi,

Morfologi Kota, dan Sistem Kegiatan
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Bentuk dan
Struktur Internal
Kota
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IS N e Pusat Kegiatan
o 7 e AT & S i |
e . 1l Kawasan Pusat Kota adalah bagian wilayah kota

yang merupakan tempat terkonsentrasi nya

T,.;!_/*";“ berbagai aktifitas social aktifitas ekonomi dan

adanya unsur kegiatan seperti :

Pusat Kegiatan Perdagangan Bisnis

fum XXI

R . O L S » Simpul (node) jaringan transportasi



Zona Konsentrik

Kota-kota itu memekarkan diri bermula dari pusat

aslinya, Burgess menyimpulkan bahwa wilayah
perkotaan dapat dibagi menjadi enam zona:

Pusat Daerah Kegiatan atau Central Business
District: Daerah yang dianggap sebagai pusat
kegiatan bisnis, tempat - tempat dan pusat
pertokoan, gedung, bank dan pasar.

Zona industri, yang terikat dengan pusat wilayah
kegiatan.

Zona transisi atau permukiman kelas rendah,

merupakan tempat tinggal para buruh yang

menempati rumah susun. Model zona konsentris
. |:| Wilayah pinggiran kota
Permukiman kelas menengah |:|F'ermuhim:ar| kelas tingai

. Permukiman kelas menengah

. Zaonatransisi
Wilayah pinggiran kota, ditandai dengan adanya [ ]paeran industri

|:| Pusat Daerah Kegiatan

Permukiman kelas tinggi

komuter



Sektoral

Monchengladbach

Hoyt Sector Model Key

. CBD

. Factories/Industry

. Low class residential
Middle class residential

. High class residential

Model sektor, juga dikenal sebagai model
Hoyt , adalah model penggunaan lahan

perkotaan yang diusulkan pada tahun 1939
oleh ahli ekonomi pertanahan Homer H
Merupakan modifikasi dari model zo@a

konsentris pengembangan kota

dari penerapan model ini mericakup fakta




Multiple Nuclei

Makasar
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Harmis & Uiman’s Multiple Nuclei Model - he
Dikenal juga Teori Inti Berganda atau Teori Inti ek .
Gading adalah model ekologi kota yang dibuat oleh - —\ ' =
Chauncy Harris dan Edward Ullman pada tahun N
1945 dalam artikel "The Nature of Cities." Teori ipi 'gfpemﬁkir'r)an

dibuat berdasarkan fakta bahwa ada kota-ko
modern yang memiliki pusat bisnis, daeral¥industri
dan pemukiman sendiri.
Teori ini dibuat berdasarkan gédgasan bahwa orang
memiliki pergerakan yangAebih besar karena

meningkatnya kepem#ikan mobil. Peningkatan ini

membuat terjadipfa spesialisasi pusat-pusat regional

(seperti pusg#bisnis, daerah industri).



Ekonomi
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Gambar 6.10.
Model Hipotesis Kota Multicentered

M.,1990:132.

Sumber: Yates,

Gambar 6.9.
Fungsi Bid-Rent dan Penggunaan Lahan di CBD

Sumber: Yates, M.,1990:132.



Morfologt

1. Pola Jalan tidak teratur (irregular

Morf = Bentuk, Logos - Ilmu system)

Morfologi : ilmu terapan yang
mempelajari tentang sejarah
terbentuknya pola dan struktur
ruang suatu wilayah atau kota
serta perkembangan suatu
wilayah atau kota mulai awal Irregular system
terbentuknya kota tersebut
hingga munculnya daerah hasil
ekspansi kota tersebut

1. Ketidak teraturan system jalan ditinjau
dari segi lebar maupun arah jalannya

2. Tidak disiplin dan tidak adanya
peraturan untuk menertibkan

3. Ciri-Ciri Kota di Negara Berkembang




Tugas Keaktifan

bacalah terlebih dahulu :

Setelah membaca, maka Analisa lebih lanjut tantangan yang timbul dalam
keberadaan penyelenggaraan pembangunan nasional baik pada Sektoral, Makro,
maupun Regional dan dampaknya pada perencanaan wilayah perkotaan!


https://www.bappenas.go.id/id/data-dan-informasi-utama/dokumen-perencanaan-dan-pelaksanaan/perencanaan-menurut-dimensi-pendekatan-dan-koordinasi/
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